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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga
ketahanan ekonomi pekerja/buruh guna mendukung
keberlanjutan aktivitas ekonomi, perlu dilakukan
pemberian bantuan pemerintah  berupa  subsidi
gaji/upah;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja/Buruh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang
Kementerian  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 385);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun
2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA
SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
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Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 385) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah
diberikan kepada Pekerja/Buruh.

(2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kepemilikan nomor induk
kependudukan;

b. peserta aktif program = jaminan = sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan bulan Agustus 2026; dan

c. menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
rupiah) per bulan.

(3) Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi
Gaji/Upah dikecualikan bagi aparatur sipil negara,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf ¢ merupakan Gaji/Upah terakhir yang
dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS
Ketenagakerjaan.

(2) Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan
tunjangan tetap.

(3) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan
upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

maka persyaratan Gaji/Upah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ menjadi
paling banyak sebesar upah minimum

kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh.

(4) Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum
kabupaten/kota maka persyaratan Gaji/Upah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
¢ menjadi paling banyak sebesar upah minimum
provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan
penuh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



-4 -

(5) Wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota
atau upah minimum provinsi lebih besar dari
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah
diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) bulan
yang dibayarkan sekaligus.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan berdasarkan:
a. jumlah  Pekerja/Buruh yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2); dan
b. ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian
pelaksanaan anggaran Kementerian
Ketenagakerjaan.

4. Ketentuan Lampiran diubah  sehingga menjadi
sebagaimana  tercantum dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 732

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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O &
Reni Mursidayanti
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI
PEKERJA/BURUH

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG MEMPUNYAI UPAH MINIMUM LEBIH BESAR DARI RP3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

DAN BESARAN UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN

UPAH MINIMUM KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 :
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 . !

Aceh

Kabupaten Simeulue

Tidak ditetapkan UMK, Rp4.000.000,00

Kabupaten Aceh Singkil

sehingga menggunakan

Kabupaten Aceh Selatan

UMP Aceh sebagai acuan

Kabupaten Aceh Tenggara

sebesar Rp3.932.552,00

Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Besar

O00 NV U~ |WIN|—

Kabupaten Pidie
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UPAH MINIMUM

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN
KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
10 | Kabupaten Bireuen
11 | Kabupaten Aceh Utara
12 | Kabupaten Aceh Barat Daya
13 | Kabupaten Gayo Lues
14 | Kabupaten Nagan Raya
15 | Kabupaten Aceh Jaya
16 | Kabupaten Bener Meriah
17 | Kabupaten Pidie Jaya
18 | Kota Sabang
19 | Kota Langsa
20 | Kota Lhokseumawe
21 | Kota Subulussalam
22 | Kabupaten Aceh Tamiang Rp3.978.204,00 Rp4.000.000,00
23 | Kota Banda Aceh Rp4.162.965,00 Rp4.200.000,00
2 | Sumatera Utara 1 | Kabupaten Tapanuli Selatan Rp3.567.941,00 Rp3.600.000,00
2
3
4
S
6
7
8
9
10

Kabupaten Tapanuli Tengah

Rp3.509.004,00

Rp3.600.000,00

Kabupaten Labuhan Batu

Rp3.748.181,00

Rp3.800.000,00

Kabupaten Asahan

Rp3.531.361,00

Rp3.600.000,00

Kabupaten Karo

Rp3.843.153,00

Rp3.900.000,00

Kabupaten Deli Serdang

Rp4.041.543,00

Rp4.100.000,00

Kabupaten Serdang Bedagai

Rp3.605.983,00

Rp3.700.000,00

Kabupaten Batu Bara

Rp3.970.000,00

Rp4.000.000,00

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Rp3.690.000,00

Rp3.700.000,00

Kabupaten Labuhan Batu Utara

Rp3.603.415,00

Rp3.700.000,00
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UPAH MINIMUM
UPAH MINIMUM YANGK%igkgTMN
NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
11 | Kota Sibolga Rp3.668.667,50 Rp3.700.000,00
12 | Kota Medan Rp4.335.198,00 Rp4.400.000,00
3 | Riau 1 | Kabupaten Indragiri Hilir Tidak ditetapkan UMK, Rp3.800.000,00
2 | Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga menggunakan
UMP Riau sebagai acuan
sebesar Rp3.780.495,85
3 | Kabupaten Kuantan Singingi Rp3.949.466,98 Rp4.000.000,00
4 | Kabupaten Indragiri Hulu Rp3.988.406,32 Rp4.000.000,00
S | Kabupaten Rokan Hilir Rp3.783.052,90 Rp3.800.000,00
6 | Kabupaten Pelalawan Rp3.894.260,59 Rp3.900.000,00
7 | Kabupaten Siak Rp4.001.327,33 Rp4.100.000,00
8 | Kabupaten Kampar Rp3.898.210,70 Rp3.900.000,00
9 | Kabupaten Rokan Hulu Rp3.819.353,01 Rp3.900.000,00
10 | Kabupaten Bengkalis Rp4.155.317,75 Rp4.200.000,00
11 | Kota Pekanbaru Rp3.998.179,46 Rp4.000.000,00
12 | Kota Dumai Rp4.431.174,69 Rp4.500.000,00
4 | Jambi 1 | Kabupaten Sarolangun Rp3.533.562,00 Rp3.600.000,00
2 | Kabupaten Muaro Jambi Rp3.651.917,00 Rp3.700.000,00
3 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp3.551.430,00 Rp3.600.000,00
4 | Kota Jambi Rp3.868.963,00 Rp3.900.000,00
S | Sumatera Selatan 1 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Tidak ditetapkan UMK, Rp4.000.000,00
2 | Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga menggunakan
3 | Kabupaten Ogan Komering Ulu UMP Sumatera Selatan
Selatan sebagai acuan sebesar
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UPAH MINIMUM
UPAH MINIMUM YANGK%igkgTMN
NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)

1 2 3 4 S

4 | Kabupaten Ogan llir Rp3.942.963,00

S | Kabupaten Empat Lawang

6 | Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir

7 | Kota Prabumulih

8 | Kota Pagar Alam

9 | Kota Lubuklinggau

10 | Kabupaten Muara Enim Rp4.178.363,00 Rp4.200.000,00

11 | Kabupaten Lahat Rp4.041.420,00 Rp4.100.000,00

12 | Kabupaten Musi Rawas Rp4.058.812,00 Rp4.100.000,00

13 | Kabupaten Musi Banyuasin Rp4.039.054,00 Rp4.100.000,00

14 | Kabupaten Banyuasin Rp3.976.492,00 Rp4.000.000,00

15 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Rp3.993.876,00 Rp4.000.000,00

Timur

16 | Kabupaten Musi Rawas Utara Rp4.047.385,00 Rp4.100.000,00

17 | Kota Palembang Rp4.192.837,00 Rp4.200.000,00
6 | Kepulauan Bangka 1 | Kabupaten Bangka Tidak ditetapkan UMK, Rp4.100.000,00

Belitung 2 | Kabupaten Belitung sehingga menggunakan UMP

3 | Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung

4 | Kabupaten Bangka Tengah sebagai acuan sebesar

S | Kabupaten Bangka Selatan Rp4.035.000,00

6 | Kabupaten Belitung Timur

7 | Kota Pangkalpinang
7 | Kepulauan Riau 1 | Kabupaten Lingga Tidak ditetapkan UMK, Rp3.900.000,00
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UPAH MINIMUM

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN
KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
2 | Kota Tanjungpinang sehingga menggunakan
3 | Kabupaten Natuna UMP Kepulauan Riau
sebagai acuan sebesar
Rp3.879.520,00
4 | Kabupaten Karimun Rp4.241.935,00 Rp4.300.000,00
S5 | Kabupaten Bintan Rp4.583.221,00 Rp4.600.000,00
6 | Kabupaten Kepulauan Anambas Rp4.279.851,00 Rp4.300.000,00
7 | Kota Batam Rp5.357.982,00 Rp5.400.000,00
8 | Daerah Khusus Ibu 1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Tidak ditetapkan UMK, RpS5.800.000,00
Kota Jakarta Seribu sehingga menggunakan
2 | Kota Administrasi Jakarta Selatan UMP Daerah Khusus Ibu Kota
3 | Kota Administrasi Jakarta Timur Jakarta sebagai acuan
4 | Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp5.729.876,00
S | Kota Administrasi Jakarta Barat
6 | Kota Administrasi Jakarta Utara
9 | Jawa Barat 1 | Kabupaten Bogor Rp5.161.769,00 Rp5.200.000,00
2 | Kabupaten Sukabumi Rp3.831.926,00 Rp3.900.000,00
3 | Kabupaten Bandung Rp3.972.202,00 Rp4.000.000,00
4 | Kabupaten Sumedang Rp3.949.856,00 Rp4.000.000,00
S5 | Kabupaten Subang Rp3.737.482,00 Rp3.800.000,00
6 | Kabupaten Purwakarta Rp5.052.856,00 Rp5.100.000,00
7 | Kabupaten Karawang RpS5.886.853,00 Rp5.900.000,00
8 | Kabupaten Bekasi RpS5.938.885,00 Rp6.000.000,00
9 | Kabupaten Bandung Barat Rp3.984.711,00 Rp4.000.000,00
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UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN

UPAH MINIMUM

KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
10 | Kota Bogor Rp5.437.203,00 Rp5.500.000,00
11 | Kota Bandung Rp4.737.678,00 Rp4.800.000,00
12 | Kota Bekasi Rp5.999.443,00 Rp6.000.000,00
13 | Kota Depok Rp5.522.662,00 Rp5.600.000,00
14 | Kota Cimahi Rp4.090.568,00 Rp4.100.000,00
10 | Jawa Tengah 1 | Kota Semarang Rp3.701.709,00 Rp3.800.000,00
11 | Jawa Timur 1 | Kabupaten Malang Rp3.802.862,00 Rp3.900.000,00
2 | Kabupaten Pasuruan Rp5.187.681,00 Rp5.200.000,00
3 | Kabupaten Sidoarjo Rp5.191.541,00 Rp5.200.000,00
4 | Kabupaten Mojokerto Rp5.176.101,00 Rp5.200.000,00
S | Kabupaten Gresik RpS5.195.401,00 Rp5.200.000,00
6 | Kota Malang Rp3.736.101,00 Rp3.800.000,00
7 | Kota Pasuruan Rp3.555.301,00 Rp3.600.000,00
8 | Kota Surabaya RpS5.288.796,00 Rp5.300.000,00
9 | Kota Batu Rp3.562.484,00 Rp3.600.000,00
12 | Banten 1 | Kabupaten Tangerang Rp5.210.377,00 Rp5.300.000,00
2 | Kabupaten Serang Rp5.178.521,19 Rp5.200.000,00
3 | Kota Tangerang Rp5.399.405,69 Rp5.400.000,00
4 | Kota Cilegon Rp5.469.922,59 Rp5.500.000,00
S | Kota Serang Rp4.665.927,94 Rp4.700.000,00
6 | Kota Tangerang Selatan Rp5.247.870,00 Rp5.300.000,00
13 | Bali 1 | Kabupaten Badung Rp3.791.002,57 Rp3.800.000,00
14 | Kalimantan Barat 1 | Kabupaten Ketapang Rp3.561.801,00 Rp3.600.000,00
15 | Kalimantan Tengah 1 | Kabupaten Kotawaringin Barat Rp3.909.005,90 Rp4.000.000,00
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UPAH MINIMUM

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN
KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
2 | Kabupaten Kotawaringin Timur Rp3.756.643,61 Rp3.800.000,00
3 | Kabupaten Kapuas Rp3.710.096,50 Rp3.800.000,00
4 | Kabupaten Barito Selatan Rp4.045.059,00 Rp4.100.000,00
S | Kabupaten Barito Utara Rp4.093.071,54 Rp4.100.000,00
6 | Kabupaten Sukamara Rp3.912.098,21 Rp4.000.000,00
7 | Kabupaten Lamandau Rp3.938.998,00 Rp4.000.000,00
8 | Kabupaten Seruyan Rp4.051.079,97 Rp4.100.000,00
9 | Kabupaten Katingan Rp3.729.766,91 Rp3.800.000,00
10 | Kabupaten Pulang Pisau Rp3.701.205,00 Rp3.800.000,00
11 | Kabupaten Gunung Mas Rp3.770.716,78 Rp3.800.000,00
12 | Kabupaten Barito Timur Rp3.716.006,00 Rp3.800.000,00
13 | Kabupaten Murung Raya Rp3.998.046,00 Rp4.000.000,00
14 | Kota Palangka Raya Rp3.724.677,99 Rp3.800.000,00
16 | Kalimantan Selatan 1 | Kabupaten Balangan Tidak ditetapkan UMK, Rp3.800.000,00
2
3
4
S
6
7
8
9
10

Kabupaten Banjar

Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Tanah Laut

sehingga menggunakan
UMP Kalimantan Selatan
sebagai acuan sebesar

Rp3.725.000,00

Kabupaten Tapin
Kabupaten Kotabaru Rp3.904.645,00 Rp4.000.000,00
Kabupaten Tabalong Rp3.827.935,00 Rp3.900.000,00

Kabupaten Tanah Bumbu

Rp3.736.000,00

Rp3.800.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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UPAH MINIMUM
UPAH MINIMUM YANGK[;?\[%;@TKAN
NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
11 | Kota Banjarmasin Rp3.855.894,00 Rp3.900.000,00
12 | Kota Banjarbaru Rp3.843.037,66 Rp3.900.000,00
17 | Kalimantan Timur 1 | Kabupaten Mahakam Ulu Tidak ditetapkan UMK, Rp3.800.000,00
sehingga menggunakan
UMP Kalimantan Timur
sebagai acuan sebesar
Rp3.762.431,00
2 | Kabupaten Paser Rp3.776.998,06 Rp3.800.000,00
3 | Kabupaten Kutai Barat Rp4.231.617,40 Rp4.300.000,00
4 | Kabupaten Kutai Kartanegara Rp3.991.797,00 Rp4.000.000,00
S | Kabupaten Kutai Timur Rp4.067.436,00 Rp4.100.000,00
6 | Kabupaten Berau Rp4.391.337,55 Rp4.400.000,00
7 | Kabupaten Penajam Paser Utara Rp4.181.134,00 Rp4.200.000,00
8 | Kota Balikpapan Rp3.856.694,43 Rp3.900.000,00
9 | Kota Samarinda Rp3.983.882,00 Rp4.000.000,00
10 | Kota Bontang Rp3.799.480,00 Rp3.800.000,00
18 | Kalimantan Utara 1 | Kabupaten Malinau Rp4.040.073,00 Rp4.100.000,00
2 | Kabupaten Bulungan Rp3.900.396,00 Rp4.000.000,00
3 | Kabupaten Tana Tidung Rp3.870.800,00 Rp3.900.000,00
4 | Kabupaten Nunukan Rp3.845.251,23 Rp3.900.000,00
S | Kota Tarakan Rp4.742.169,00 Rp4.800.000,00
19 | Sulawesi Utara 1 | Kabupaten Bolaang Mongondow Tidak ditetapkan UMK, Rp4.100.000,00
2 | Kabupaten Minahasa sehingga menggunakan

jdih.kemnaker.go.id
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UPAH MINIMUM

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN
KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
3 | Kabupaten Kepulauan Sangihe UMP Sulawesi Utara
4 | Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai acuan sebesar
S | Kabupaten Minahasa Selatan Rp4.002.630,00
6 | Kabupaten Minahasa Utara
7 | Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara
8 | Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro
9 | Kabupaten Minahasa Tenggara
10 | Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan
11 | Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur
12 | Kota Bitung
13 | Kota Tomohon
14 | Kota Kotamobagu
15 | Kota Manado Rp4.022.017,00 Rp4.100.000,00
20 | Sulawesi Tengah 1 | Kabupaten Morowali Rp4.223.000,00 Rp4.300.000,00
2 | Kabupaten Morowali Utara Rp4.408.209,00 Rp4.500.000,00
3 | Kota Palu Rp3.619.466,72 Rp3.700.000,00
21 | Sulawesi Selatan 1 | Kabupaten Kepulauan Selayar Tidak ditetapkan UMK, Rp4.000.000,00
2 | Kabupaten Bulukumba sehingga menggunakan
3 | Kabupaten Bantaeng UMP Sulawesi Selatan
4 | Kabupaten Jeneponto sebagai acuan sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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UPAH MINIMUM

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN
KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
S | Kabupaten Takalar Rp3.921.088,79
6 | Kabupaten Gowa
7 | Kabupaten Sinjai
8 | Kabupaten Maros
9 | Kabupaten Barru
10 | Kabupaten Bone
11 | Kabupaten Soppeng
12 | Kabupaten Wajo
13 | Kabupaten Sidenreng Rappang
14 | Kabupaten Pinrang
15 | Kabupaten Enrekang
16 | Kabupaten Luwu
17 | Kabupaten Tana Toraja
18 | Kabupaten Luwu Utara
19 | Kabupaten Toraja Utara
20 | Kota Parepare
21 | Kota Palopo
22 | Kabupaten Pangkajene dan Rp4.032.248,00 Rp4.100.000,00
Kepulauan
23 | Kabupaten Luwu Timur Rp3.961.166,00 Rp4.000.000,00
24 | Kota Makassar Rp4.148.179,00 Rp4.200.000,00
22 | Sulawesi Tenggara 1 | Kabupaten Kolaka Rp3.688.130,26 Rp3.700.000,00
2 | Kabupaten Konawe Utara Rp3.510.505,70 Rp3.600.000,00
3 | Kota Kendari Rp3.516.070,42 Rp3.600.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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UPAH MINIMUM

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN
KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
23 | Sulawesi Barat 1 | Kabupaten Pasangkayu Rp3.564.798,00 Rp3.600.000,00
24 | Maluku Utara 1 | Kabupaten Halmahera Barat Tidak ditetapkan UMK, Rp3.600.000,00
2 | Kabupaten Halmahera Selatan sehingga menggunakan
3 | Kabupaten Halmahera Tengah UMP Maluku Utara
4 | Kabupaten Halmahera Timur sebagai acuan sebesar
5 | Kabupaten Halmahera Utara Rp3.510.240,00
6 | Kabupaten Kepulauan Sula
7 | Kabupaten Pulau Morotai
8 | Kabupaten Pulau Taliabu
9 | Kota Tidore Kepulauan
10 | Kota Ternate Rp3.599.562,00 Rp3.600.000,00
25 | Papua Barat 1 | Kabupaten Fakfak Tidak ditetapkan UMK, Rp3.900.000,00
2 | Kabupaten Kaimana sehingga menggunakan
3 | Kabupaten Teluk Wondama UMP Papua Barat
4 | Kabupaten Teluk Bintuni sebagai acuan sebesar
S | Kabupaten Manokwari Rp3.841.000,00
6 | Kabupaten Manokwari Selatan
7 | Kabupaten Pegunungan Arfak
26 | Papua 1 | Kabupaten Jayapura Tidak ditetapkan UMK, Rp4.500.000,00
2
3
4
S
6

Kabupaten Kepulauan Yapen

Kabupaten Biak Numfor

Kabupaten Sarmi

Kabupaten Keerom

Kabupaten Waropen

sehingga menggunakan

UMP Papua sebagai acuan

sebesar Rp4.436.283,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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UPAH MINIMUM

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN
KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
7 | Kabupaten Supiori
8 | Kabupaten Mamberamo Raya
9 | Kota Jayapura
27 | Papua Tengah 1 | Kabupaten Nabire Tidak ditetapkan UMK, Rp4.300.000,00
2 | Kabupaten Paniai sehingga menggunakan
3 | Kabupaten Puncak Jaya UMP Papua Tengah
4 | Kabupaten Puncak sebagai acuan sebesar
S | Kabupaten Dogiyai Rp4.285.848,00
6 | Kabupaten Intan Jaya
7 | Kabupaten Deiyai
8 | Kabupaten Mimika Rp5.005.678,00 Rp5.100.000,00
28 | Papua Pegunungan 1 | Kabupaten Jayawijaya Tidak ditetapkan UMK, Rp4.600.000,00
2 | Kabupaten Yahukimo sehingga menggunakan
3 | Kabupaten Pegunungan Bintang UMP Papua Pegunungan
4 | Kabupaten Tolikara sebagai acuan sebesar
5 | Kabupaten Nduga Rp4.508.714,00
6 | Kabupaten Lanny Jaya
7 | Kabupaten Mamberamo Tengah
8 | Kabupaten Yalimo
29 | Papua Selatan 1 | Kabupaten Merauke Tidak ditetapkan UMK, Rp4.600.000,00
2
3
4

Kabupaten Asmat

Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Mappi

sehingga menggunakan
UMP Papua Selatan
sebagai acuan sebesar
Rp4.508.100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

jdih.kemnaker.go.id



- 18 -

UPAH MINIMUM
YANG DIBULATKAN

UPAH MINIMUM KE ATAS

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA 2026 .
(Dalam Rupiah) (Sesuai Pasal 4
ayat (3) dan ayat (4))
(Dalam Rupiah)
1 2 3 4 S
30 | Papua Barat Daya 1 | Kabupaten Sorong Selatan Tidak ditetapkan UMK, Rp3.800.000,00
2 | Kabupaten Sorong sehingga menggunakan
3 | Kabupaten Raja Ampat UMP Papua Barat Daya
4 | Kabupaten Tambrauw sebagai acuan sebesar
5 | Kabupaten Maybrat Rp3.766.000,00
6 | Kota Sorong
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